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BAB II 
PENETAPAN 

 
Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
BKPSDM Aceh Singkil. 

 
BAB III 

ORGANISASI 
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan  

 
Pasal 3 

(1) BKPSDM adalah perangkat daerah sebagai unsur 
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Pengembangan sumber daya 
manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) BKPSDM dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekda. 

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

(6) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

 
Bagian Kedua  

Susunan Organisasi 
 

Pasal 4 
(1) Susunan Organisasi BKPSDM, terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan 
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan 

Pelaporan; 
3) Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, 
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional 

d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari Kelompok 
Jabatan Fungsional;  

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, 
Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri 
dari Kelompok Jabatan Fungsional; 

f. UPTD; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Keempat 
Bidang Mutasi dan Promosi 

 
Pasal 13 

Bidang Mutasi dan promosi mempunyai tugas melaksanakan 
menyiapkan bahan pertimbangan mutasi jabatan, kenaikan 
pangkat, sistem penggajian, perpindahan unit kerja dan 
wilayah kerja, penyusunan kebijakan teknis pensiun 
aparatur. 

 
Pasal 14 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang 
Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan mutasi dan promos; 
b. menyelenggarakan proses mutasi dan promosi; 
c. mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi; 
d. mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi; 
e. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan 

promosi; 
f. merencanakan dan melaksanakan mutasi; 
g. memverifikasi dokumen mutasi; 
h. melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam 

jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan; 
i. membuat daftar penjagaan pensiun; 
j. memverifikasi dokumen usulan pensiun; 
k. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi; 
l. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat; 
m. mengusulkan berkas kenaikan pangkat; 
n. memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat; 
o. memproses kenaikan gaji berkala;  
p. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan; 
q. menyusun pedoman pola pengembangan karir; 
r. menyusun daftar urutan kepangkatan; 
s. menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi; 

dan 
t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

 
Bagian Kelima 

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja Aparatur  
dan Penghargaan  

 
Pasal 15 

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian 
Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pengolahan data serta analisis dan 
penyajian informasi Kinerja Aparatur, Pemberian 
Penghargaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur. 

 
Pasal 16 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang 
Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja 
Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi: 


















